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PERATURAN BUPATI NO 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN TERPADU DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

ABSTRAK : - bahwa   dalam   rangka   akuntabilitas dan 
keterpaduan efisiensi  menejemen pencatatan 
administrasi perencanaan penganggaran, 

membutuhkan  instrumen menejemen data  
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Danrencana Pembangunan Jangka 



Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 29 Maret 2018 dan ditetapkan 29 Maret  
2018 

 

 


